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1 Nama

NIP

Pangkat/Golongan
Jabatan
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TempatfFgl.Lahir
Pendidikan
Alamat
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: 19680415 198902 1 001
: IV.d/Pembina Utama Madya
: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Sumatera Barat

RIZI(Y YULIANDA PUTRA
PADANG/1JU1r1995
SMA

JL. BINUANG KAMPUNG DAI.AM, KEC, PAUH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong praja provinsi
Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2

Dalam hal inl bertlndak untuk dan atas nama sendiri, selanJutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja perorangan dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikuf:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUIUAN

Perjanjian kontrak kerja perorangan ini dimakudkan untuk pengadaan Tenaga pengamanan
(Tenaga Kontrak) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Pr{a Provinsi Sumatera Barat Tahun
2024.

Pasal 2
DASAR HUKUM

(1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
(2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2Oi5 tentang pengadaan Barang dan Jasa

sebagaimana telah djubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 201g;(3) Peraturan Pemerintah Nomor 1-6 Tahun 2018 tentang Satuan polisi pamong praja;
(4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor g Tahun zOi: renarrg Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
(5) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 fenbng Penjabaran Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran ZO?_4.

Pasal 3
TUGAS DAN RUANG LTNGKUP

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan
baik penugasan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas yang dibebankan yaitu :

1' Membantu satuan Polisi Pamong Pr{a Provinsi Surnatera Barat dalam menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyaraka! dan menyelenggarakan perlindungan
masyarakat;

2' Membantu satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sumatera Barat dalam pengarnanan unsur
pimpinan : Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekcta:



3.

4.

5.

Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam hal
pengamanan aset-aset Pemerihtah provinsi sumatera Barat;
Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam hal penegakan
Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) D.alam perjanjian kontrak kerja perorangan ini prHAK PERTAMA berhak :a) Memberi perintah dan menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas
sebagaimana yang tertuang pada pasal 3;b) Melakukan peniraian dan evaiuasi kinerja secara berkala;c) Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis apabila Frnnx KEDUA melanggar

.- kesepakatan dan atau peraturan yang berlaku;d) Meminta laporan dan pertanggung iawaban atas pekefiaan kepacla PIHAK
KEDUA;

e) Pemutusan .perjanjian kontrak kerja perorangan secara sepihak apabila pIHAK
KEDUA melanggar dan tidak ntelaksanakan tirgas sesuai dengan i.ientrun yung
berlaku sefta melakukan pelanggaran norma/susila dan narkoba.

(2) D.ala1 perjanjian kontrak kerja.perorangan ini pIHAK PERTAMA berkewajiban :a) Memberikal gaji atau upah tenagi t<erja repaoa prHAK KEDUA seiiap 1 (satu)bulan setelah PrHAK KEDUA meiaksanakan tugas dan atau tambahan
penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan fang berlaku;b) Memberikan pembinaan kepada PrHAK KEDUA dalam meiaksanakan tugasnya.

(3) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini prHAK KEDUA berhak :a) Menerima gaji atau upah tenaga keda dari PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu)
bulan setelah PrHAK KEDUA mttaks#akan tugas dan atau p.rgl.,iiilun lain yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b) Menerima lunjangan Hari Raya ftr-rn) sesuai dengan peraturan yang berlaku;c) Mendapatkan hak cuti sesuai aturan yang berlaku;d) Khusus wanita_berhak memperoleh'isti-rahat reL*u 1,5 (satu setenr;ah) bulan
sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut

. perhitungan dokter kandungan atau bidan sesuai aturan yang berlaku;e) Pihak k.d{?r.- ?.9lFr memperoreh Jaminan Kecerakaan"re6i jan Jaminan
Kematian (JKK-JKM), Jaminan Kesehatan serta Janrinan Hari fua (Jl{T), premi
Jaminan Kg!:F[qqn Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM) uiur'yur(un orenPrHAK PERTAMA. Premi Jaminan Kesehatan diblyarlian '+io-ilen pIHAK
PERTAMA dan 10/o oleh PIHAK KEDUA sedangkan premi Jaminin Hari Tua
dibayarkan 3,7olo oleh prHAK PERTAMA dan 2o/o oten pinnK KEDUA;

(4) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini PIHAK KEDUA berkewajiban :a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah ib) Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-Undangan;

c) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung-jiwab, jujur, disiplin dan bekerja
keras;

d)
e)

Menyimpan seluruh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
Tidak menuntut hak sebagaimana yang diberilian kepada pegawal Ne1;eri Sipil di
Satpol PP Provinsi Sumatera Barat;
Mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja;
Memenuhi ketentuan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku;
Shift Pagi : 07.30 WIB - rz.jO wra
Shift Malam : 17.30 WTB - 07 ?n \ /rR
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h) Mematuhi atttran berpakaian dinas sebagaimana yang berlaku di lingkunganSatuan Polisi pamong praja provinsi sumate-ra Barai; '-
il Yglj.Su sopan santun din eUka setama Uu[e.jal 

--'
j) wajib mengisi daftar .haclir setiap melaksanikan tugas sehari-hari pada padaAbsen Online Sumbar dan daftar nlOi, minral; 

"-" --'
k) Membuat laporan peraksanaan tugas setiap burannya dan menyampaikannyakepada atasan langsung. Formaf laporan [eralianaan tugas sebagaimanadimaksud tercantum oaram rampiran dan 'merufamn uiiiin 

-;;;n-g 
tidakterpisahkan dari surat perjanjian Kontrak Kerja perorangan ini;

Pasal 5
Larangan

PIIIAK KEDUA dilarang :

a) Menjadi perantara untuk rnendapatkan 
. 
keuntungan pribadi dan/atau orang lain

L\ 9,.I9,?n, menggunakan,kewenangan orang lain;D) Melakukan suatu tindakan yang dapat m6ngnatangi atau nrempersulit salal.r satu pihakyang dilayani sehingga menga(ibatkan kerugian 
--uagi 

v.rg 
-J}i-- 

dan/atau. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
-.r'-"

c) Tanpa izin Plhak Petama mEn3adipegawai atau bekerja pada instansi lain, negara laindan/atau lembaga atau organiiasi internasional;d) Bekerja pada perusahaanising, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakatasing;

0

e)

s)

h)

i)

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjaml,lan barang-barang 
. 
baik .bergerak atau tidi[ nergerak, dokumen atau surat berharga milikNegara/Daerah/pemerintah/pemerintah pu.r.i, ,*ii, tiorr *u 

vY! Ye vvr I rq'| \

Melakukan keglatan bersama aengjn atasan, ternan iejrwrt, bawahan, atau oranglain di dalam maupun di ruar tin![ungan kerianvat;;; tujuan untuk keuntunganpribadi, golongan, 
- 

atau. pihak iain, "yang 
sec'ara raigsung atau tidar< rangsungmerugikan Negara/Daerah/pemerintah/pem6rintah pruiiri;

Melakukan tindakan keiahatan dan perbuatan asusila baik secara sendiri maupunbersama-sama; - r !vvverrevr

]d,ak menggunakan atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatanterlarang; r -''' -'e! r.,Y' rsv' '

Tldak terlibat menjadi anggota/pengurus partai politik.

,., 
"orolX'n? 

LL r r r ro,,
(1) PrHAK ' PERTAMA memberikan gajilupalr kepada prHAK KEDU,A sebesarRp' 2'811'449,- {Dua .Juta Delapan 

-Ritus' 
sebelas nibu Empat Ratus Ernpat puluh

sembilan Rupiah) setelah PrHAK KEDUA melakukan kewajibannya sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada pasar 4 daram p"r:inji.n kerja ini;(2) Pembavaran gaii/upah dflaku[an 
ryring 6;irii;r#r 10 (sepuruh) diseriap buran;(3) Biava sebagaimana 

.pu91 ayat 1i;_o-ibenanlan i;e; Anggaran pendaparan BeranjaDaerah (APBD) Provinsi sumateia'Barat di opn 
'srirun polisi pamong praja provinsi

Sumatera Baral I ahu n 2024.

"olfil&^
(1) Perjanjian kontrak kerja perorangan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari2024 dan berakhir pada tanggal 3i DesemOer zizi;(2) selama jangka. wartu sebigaimana" dimaksuJ p.b. ayat (1) masing-mursing pihakdapat memutuskan hubungai kerja dengan pemberitihuan secara tefturis;(3) Dengan berakhirnya perlailian iontruf GrjiF;;u*n sebagaimana dimaksud padaayat (2), maka 

, 
hubungan kerja antara 

-pixlx ptRtnua orn PIHA,K KEDUAberakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uanq jasa lainnva.



Pasal 8
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (4) dan/atau mengerjakan larangan se'Uagaimana dimaksud dalam pasal 5maka PrHAK PERTAMR dafat memberikJn sanksi sesuai dengan peraturan yangberlaku;
a. Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedangc. Hukuman disiplin berat

(2) Hukuman disiplin ringan, terdii.i rjari:
a Teguran I

waktunya
Iisan, apabila sering terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum

b. Teguran tertulis, apabila tidak masuk keqa dan tidak hadir tanpa izin;c' selain mendapatkan teguran teftulis, pi,rotongun gaji juga dikenakan denganbeberapa ketentuan sebigai berikut : " r"r' re:,s vrr\vr r!

c'1 Apabila jumlah akumulasi keterlambatan atau pulang cepat dalam 1 (satu)
bulan antara 1 - 4 iam dikenakan pemotonjin gaji sebesar 1olo dari besaransaii 

\11o1 l-*lr:n, apabira jumiah ar<uriurag ieterrambatan ,4 - 8 jamdikenakan pemotongan gaji sebesar Za/o dari besaran gaji kotor perbulan,sedangkan iumlah irumuti.si. lebih clari a-jim dikenakan pemotongan gajisebesar 3Vo dari besaran gaji kotor perUutin;-
c'2 Apabila. jumlah akumulasi tidak berada ditempat bertugas 3 karli dalam 1(satu) bulan saat dilakukan inspeksi oaaalanlpengawa-san 

-oleh 
pimpinanmaka dikenakan pemotongan gaji sebesar 2olo dari besaran gaji kotorperbulan;

c'3 Apabila iumlah akumulasi tidak memakai atribut lengkap saat jam kerjasebanyak 5 kali dalam 1 (satu) bulan r.ut dilukrrJn 'penrerit<saarr 
olehpimpinan, maka dikenakan pemotongan gaji sebesar Zo/o dari besaran gajikotor perbulan;

c'4 Apabila tidak masuk keria atau tidak hadir tanpa keterangan, maka akandikenakan pemotongan gaji sebesar 3,oio- per hari dari ueiirin gaji kotorperbulan;
c'5 Apabila tidak mengambil absen datarig atau pulang pada absernsi online,

mal<a dianggap terrambat atau purang c6pat serama +lain.d' Teguran lisan dan teguran tertulis jugu dapat ainurilun'i.rnuaup petanggaran
ketentuan pasal 4 ayat (4) huruf g,n,id-an: sirta pasal s huruf a dan b,

(3) Hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan gaji sebesar 10o/o selanra 3 (tiga)bulan, diberikan apabira merakukan'peranggirin 
-plsat 

4 ayat (4) huruf r:,d,e dan fserta Pasal 5 huruf c dan d. -/ --

(4) Jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian atau pemutusan perjanjiankontrak, apabila;
a' Tidak masuk kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) brulan tanpaketerangan;
b. Me.mperoleh hukuman disiprin sedang untuk kedua karinya;c' Tldak melaksanakan tugas sebagaimlna telah diatur dalim ketentuan pasal 3;d' Melakukan pelangEaran terhaoJp Pasal 4 uvui Gl huruf a dan b sefta pasal 5huruf e, f dan g.

Pasal g
PEMBERHENTIAN DAN PEMUTUSAN KERJA

Pemberhentiah dan pem.utusan perjanjian kontrak kerja perorangan dapat dilalkukan olehPIHAK PERTAMA apabila :

(1) Telah berakhirnya 
.r?r:_?tl"ku perjanjian kontrak kerja perorangan;

(3) Pengunduran diri dari pIHAK XfOrje;'(3) PIHAK KEDUA telah nreninggal dunia atau menaidao oenvakir norm:non.



(4) PIHAK KEDUA d'rjatuhi hukuman disiplin berat;
(5) PIHAK PERTAMA sudah tidak n'fembutuhkan tenaga pengamanan (tenaga kontrak).

Pasal 10
PERPANTANGAN MASA KONTRAK

(1) Apabila PIIIAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA sebagai tenaga bantu
pengaman (tenaga Kontrak), maka perjanjian kontrak kerja perorangarr ini dapat
dilanjutkan atas persetujuan PIHAK KEDUA;

(2) Apabila PIHAK PERTAMA hendak melanjutkan perjanjian kontrak kerja perorangan
dengan persetujuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus memberilahu terlebih
dahulu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini
berakhir.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN

(1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/
Pegawai Negeri Sipif Pegawai Tidak Tetap;

(2) PrHAK KEDUA tidak akan menuntut mendapatkan uang pesangon apabila :

a. Telah selesai/ habis masa kontraknya;
b. Diberhentikan secara sepihak karena melalaikan tugas, melanggar taftr tertib dan

melakukan tindak pidana sefta asusila (terlibat kasus hukum);c. Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri).

Pasal 12
PENYETESAIAN PERSELISITIAN

Apabila terjadi perselihan antara kedua pihak akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufafut maka kedua
belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

J;ii',L"
Demikian surat perjanjian. kontrak kerja perorangan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani
dalam rangkgp 2 (dua) asli bermaterai dan mem[unyai kekuatan hukum yang sama, masing-
masing untuk PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA.

Dibuat di
Tanggal

: Padang
:2 Januari 2024

KEDUA PIHAK PERTAMA
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IRWAN,
Pembina Utama

RIZKYYULIAilDA PUTRA

NIP. 19580415 198902 1 0011
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